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TENTANG

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

hahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101

avat (2) Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1
Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah,
periu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Rincian
Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Pajak Dan
Retribusi Daerah Kota Medan;

;1. Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038},

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
MNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



6.

10.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadva Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan  Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat [I Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat [ Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65};



Menetapkan

11,
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14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur
Perangkat  Daerah Provinsi Dan  Daerah
Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 197);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 5);

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1};

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RINCIAN TUGAS

DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH KOTA MEDAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, vang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
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LE.
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13.

Pemerintahan  Daerah  adalah  penyelenggaraan  urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistermn dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Medan.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Medan.

Badan adalah Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota
Medan.

Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak Dan
Retribusi Daerah Kota Medan.

Sekretaris adalah Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Medan.

Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagl pegawai negeri sipil dan pegawal pemerintah dengan
perjanjian kerja vang bekerja pada instansi pemerintah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara, yvang selanjutnya disebut Pegawai
ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnyva dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yvang memenuhi syvarat tertentu, diangkat
sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan
Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayvakan, dan
menyejahterakan masyarakat.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, vang selanjutnya disingkat SKPD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/barang.
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Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yvang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayvanan fungsional yang
berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya
disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnva disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima} tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD, vang selanjutnya disingkat KUA adalah
dokumen wyang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja,
dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnyva
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Rencana Umum Kota adalah dokumen perencanaan yang telah
ditetapkan menjadi rencana lingkup Kota yang meliputi antara
lain RPJPD, RPJMD, KUA-PPAS, APBD/Perubahan APBD tahun
berjalan, dan rencana lainnya berdasarkan atas peraturan
perundang-undangan.

BAB 11
ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi badan pengelela pajak dan retribusi daerah,
terdiri atas:

al.

b.

kepala badan;

sekretaris, membawahkan:

1. kepala sub bagian umum;

2. kepala sub bagian keuangan; dan

3. kepala sub bagian penyusunan program.



c. kepala bidang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan
pajak bumi dan bangunan, membawahkan:
1. kepala sub bidang teknis bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan dan pajak bumi dan bangunan;
2. kepala sub bidang keberatan dan sengketa; dan
3. kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan.
d. kepala bidang hotel, restoran, dan hiburan, membawahkan:
1. kepala sub bidang teknis hotel, restoran, dan hiburan;
2. kepala sub bidang keberatan dan sengketa; dan
3. kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan.
e. kepala bidang parkir, reklame, penerangan jalan, air tanah,
sarang burung walet, dan retribusi, membawahkan:
1. kepala sub bidang teknis parkir, reklame, penerangan jalan,
air tanah, sarang burung walet, dan retribusi;
2. kepala sub bidang keberatan dan sengketa; dan
3. kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan.
f. kepala bidang pengembangan dan pengendalian pajak dan
retribusi daerah, membawahkan:
1. kepala sub bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi
pajak daerah;
2. kepala sub bidang perencanaan, pengembangan, dan evaluasi
retribusi daerah; dan
3. kepala sub bidang hukum dan publikasi pajak dan retribusi
daerah.
UPT; dan
kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
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BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Badan

Fasal 3

Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan dipimpin
oleh Kepala Badan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Wali Kota sebagai
unsur penunjang urusan pemerintahan lingkup pengelolaan
pajak dan retribusi daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis pengelolaan pajak dan retribusi
daerah;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pajak dan
retribusi daerah;



c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
pemerintahan lingkup pengelolaan pajak dan retribusi daerah
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat pada Badan dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

(1} Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
Kepala Badan lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan
administrasi umum, keuangan, dan penyvusunan program serta
fasilitasi pengoordinasian penvusunan kebijakan dan
pelaksanaan tugas Kepala Badan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan
mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan
rencana kerja Badan wuntuk terlaksananya sinergitas
perencanaan;

b. pelaksanaan penyusunan bahan  kebijakan, standar
operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi
jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi
jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup
kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas
secara optimal,

c. pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian,
penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan
Pegawai ASN (reward and punishment) lingkup kesekretariatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

d. pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan
rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur,
standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis
jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan
kinerja, dan standar lainnva lingkup Badan untuk
terselenggaranya tugas dan kegiatan;



e. fasilitasi, supervisi, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas
Bidang meliputi rumusan kebijakan, bahan rencana program
dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar
pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan,
analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan
standar lainnya lingkup Badan sesuai dengan usulan Bidang
berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

f. pelaksanaan pelayvanan administrasi kesekretariatan meliputi
keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan,
analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan,
kepegawaian, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan
kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya
lingkup Badan agar terciptanya pelayanan administrasi yang
cepat, tepat, dan lancar;

g. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat atas pelayanan
publik;

h. pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan
meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan
perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur-
unsur lainnya,

i. pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan
kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang-
undangan;

j. penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai
pertanggungjawaban kepada Kepala Badan; dan

k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan
terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dan ayat (2), Sekretaris membawahkan 3 (tiga)
Kepala Sub Bagian, antara lain:

a. kepala sub bagian umum;
b. kepala sub bagian keuangan; dan
c. kepala sub bagian penyusunan program.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum

Pasal 7

Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 8

(1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyal tugas melaksanakan
sebagian tugas Sekretaris lingkup administrasi umum.



